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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa pekerja/buruh 

sebagai stakeholders dari suatu perusahaan merupakan salah satu 

indikator yang menentukan maju mundurnya perusahaan.1 Oleh 

sebab itu, semakin baik hubungan industrial dalam suatu 

perusahaan, maka akan semakin besar kemungkinan majunya 

perusahaan yang bersangkutan.2 Begitu juga sebaliknya, semakin 

tidak harmonisnya hubungan industrial dalam suatu perusahaan, 

maka kemungkinan untuk majunya perusahaan tersebut akan 

semakin rendah.  

Lebih jauh lagi, dalam era globalisasi ini, buruh merupakan 

salah satu indikator pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan 

perkataan lain pada era persaingan yang ketat ini, suatu negara harus 

mampu menekan upah serendah mungkin, agar minat para investor 

untuk berinvestasi pada negara yang bersangkutan semakin tinggi. 

Jadi, semakin rendah upah pekerja/buruh pada suatu negara, 

maka akan semakin tinggi tingkat investasi negara yang 

bersangkutan. Begitu juga sebaliknya, apabila upah pekerja/buruh 

pada negara tersebut tinggi, maka tingkat investasi pada negara yang 

bersangkutan akan semakin rendah. Suatu hal yang logis dan wajar 

                                                           

1 Aruan, Pelaksanaan Outsourcing dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 

dan Permasalahannya, Informasi Hukum Vol. 3. Tahun 2003, Direktorat Penyelesaian 

Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transimigrasi Republik Indonesia, 

hlm. 1 

2 Aruan, Kebijakan Pembinaan Hubungan Industrial. 

http://www.nakertrans.go.id, Diakses, 20 Desember 2017, pukul 12:27. 
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secara ekonomis, apabila seorang investor atau pelaku usaha 

memilih negara yang upah pekerja/buruhnya paling rendah, karena 

hal ini tentunya akan mengurangi biaya produksi (cost) mereka. 

Dengan melihat begitu pentingnya peranan pekerja/buruh 

baik terhadap suatu perusahaan maupun pembangunan nasional, 

khususnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, sudah seharusnya 

hal-hal mengenai buruh ini diperhatikan atau dikelola dengan baik. 

Hal ini ditujukan agar fungsi dan tujuan buruh sebagaimana 

diamanatkan dalam pasal 4 dan penjelasannya Undang-Undang No. 

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dapat tercapai.3 

Indonesia sebagai negara yang berfalsafahkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945, semestinya segala sesuatu mengenai 

pengaturan dan kebijakan di bidang hukum perburuhan harus 

berlandaskan pada falsafah dan dasar dari negara tersebut. Nilai 

yang terkandung dalam Pancasila khususnya mengenai perburuhan 

dinyatakan bahwa, hubungan industrial harus didasarkan pada 

prinsip gotong royong, kerja sama dan prinsip musyawarah untuk 

mufakat.4 

Dari nilai-nilai tersebut, semestinya nilai yang menjiwai 

setiap kebijakan dan keputusan pemerintah maupun pengusaha 

harus berdasarkan pada prinsip gotong royong, kerjasama dan 

musyawarah untuk mufakat. Apa yang disebutkan di atas, sejalan 

dengan bunyi pasal 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 

                                                           

3 Lihat Pasal 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

4 Sutanto, Manajemen Hubungan Industrial di Indonesia, Kelembagaan 

Hubungan Industrial Kemenakertrans, Republik Indonesia, 2003. 
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Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa,5 pembangunan 

ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.6 

Oleh sebab itu, sekalipun pekerja/buruh berada pada posisi 

yang memerlukan pekerjaan atau posisi rendah yaitu pencari kerja, 

bukan berarti pihak pemberi kerja maupun perusahaan dapat 

bertindak dan menentukan sikap secara sewenang-wenang, 

melainkan saling mengahargai dan menghormati. Begitu juga 

dengan pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, sudah 

seharusnya dalam setiap menentukan kebijakan semestinya 

senantiasa mengacu pada kedua dasar negara tersebut. Hal ini, 

senada dengan pendapat Rusdi Muchtar yang disampaikan pada 

Loka Karya Pelaksanaan Outsourcing dan Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT) dan Permasalahannya.7 

Pada waktu pekerja tersebut berhenti atau adanya pemutusan 

hubungan kerja dengan perusahaan, perusahaan mengeluarkan dana 

untuk pensiun atau pesangon atau tunjangan lain yang berkaitan 

dengan pemberhentian, sekaligus memprogramkan kembali 

                                                           

5 Aloysius Uwiyono mengatakan bahwa Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan mengandung banyak permasalahan. Misalnya, masalah 

inkonsistensi antara pasal yang satu dengan pasal yang lain sehingga menimbulkan 

ketidakpastian hukum. Aloysius Uwiyono, “Refleksi Masalah Hukum Perburuhan Tahun 

2005 dan Tren Hukum Perburuhan Tahun 2006”. http://www.ui.ac.id/indonesia/main.php?  

hlm. 2 Januari 2006. 
6 Lihat Pasal 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
7 Rusdi Mukhtar, Peran Pemerintah Dalam Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial. Jakarta, Disampaikan Pada Loka Karya Tentang Pelaksanaan 

Outsourcing dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), 2006. 
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penarikan pekerja baru yang sama halnya seperti dahulu harus 

mengeluarkan dana untuk kompensasi dan pengembangan pekerja.8 

Pemutusan hubungan kerja bukan hanya menimbulkan 

kesulitan dan keresahan bagi pekerja, tetapi juga akan menimbulkan 

kesulitan dan keresahan bagi perusahaan.9  Oleh karena itu, masing-

masing pihak harus berusaha agar tidak terjadi pemutusan hubungan 

kerja dan perusahaan dapat berjalan dengan baik. 

Dalam hukum perburuhan ada peraturan yang mengatur 

hubungan antara pengusaha dan pekerja agar pengusaha tidak 

bertindak sewenang-wenang terhadap pekerja. Dalam hubungan 

kerja terdapat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. Sehingga 

akan tercipta hubungan yang serasi antara pengusaha dan pekerja 

dan pengusaha tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja 

secara semena-mena. 

Terkait dalam pembahasan diatas, permasalahan-

permasalahan itu dapat ditemukan dalam kasus antara Bunari 

sebagai penggugat, melawan PT. Jogja Tugu Trans (JTT) sebagai 

tergugat. Bunari melakukan gugatan ke Pengadilan Hubungan 

Industrial di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 29 Maret 

2017 dengan register perkara Nomor: 9/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Yyk,. 

Gugatan ini merupakan gugatan perselisihan pemutusan hubungan 

kerja yang dilakukan oleh PT. Jogja Tugu Trans (JTT) karena 

                                                           
8 FX Djumialdji, Perjanjian Kerja, (Jakarta: PT Sinar Grafika, Edisi Revisi 

2005), hlm.44. 
9 Ibid. 
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penggugat (Bunari) menuntut status kontrak (PKWT)10 menjadi 

tetap (PKWTT11). 

Tuntutan untuk merubah status dari pegawai kontrak 

menjadi pegawai tetap telah diajukan gugatan oleh Bunari hingga 

melakukan upaya hukum kasasi dan berhasil menang pada tingkat 

judex facti12 (Nomor: 08/G/2013/PHI.Yk) maupun juris13 

(256K/Pdt.Sus-PHI/2014). Namun selama proses persidangan dari 

sejak dilimpahkan ke Pengadilan Hubungan Industrial di PN 

Yogyakarta untuk kasus perubahan status dari pegawai kontrak ke 

pegawai tetap (proses penyelesaian di peradilan belum mencapai 

putusan yang inkracht14), pada tanggal 30 September 2013, PT. 

Jogja Tugu Trans (JTT) mem-PHK secara sepihak kepada beberapa 

karyawannya, termasuk Bunari. 

Yang menjadi permasalahan disini adalah, proses PHK 

secara sepihak oleh pengusaha (dalam hal ini PT. Jogja Tugu Trans) 

kepada karyawannya (Bunari) yang bekerja sebagai sopir bus secara 

sepihak selama kurun waktu gugatan Bunari ke pengadilan dalam 

kasus perubahan status dari pegawai kontrak ke pegawai tetap 

sedang berlangsung. Permasalahan ini tentu menjadi perhatian 

menarik penyusun karena menurut aturan hukumnya, dalam Pasal 

155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

menyatakan bahwa:  

 

                                                           
10 PKWT merupakan singkatan dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. 

11 PKWTT merupakan singkatan dari Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. 
12 Tingkat pertama dan banding. 
13 Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung. 
14 Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. 
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Sebelum putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun 

pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.  

 

Adanya tumpang tindih (inkonsistensi) antara peraturan 

perundang-undangan dengan realita yang ada, menarik penyusun 

untuk melakukan penelitian mendalam dalam kasus ini dengan 

judul, “Tinjauan Hukum Terhadap PHK Secara Sepihak Kepada 

Pekerja yang Sedang Melakukan Gugatan di Pengadilan Hubungan 

Industrial (Analisis Putusan Nomor: 9/Pdt.Sus-

PHI/2017/PN.Yyk.)”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian kasus diatas, penyusun akan mendalami 

penelitian ini dalam menjawab beberapa rumusan masalah berikut, 

yaitu: 

1. Bagaimana tinjauan hukum pemutusan hubungan kerja (PHK) 

oleh PT. Jogja Tugu Trans (PT. JTT) kepada Bunari sebagai 

karyawannya? 

2. Apakah putusan hakim dalam perkara Nomor 9/Pdt.Sus-

PHI/2017/PN.Yyk. sudah dilaksanakan oleh para pihak yang 

berperkara? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini adalah untuk 

melihat seberapa jauh UU Ketenagakerjaan dapat dijalankan secara 

maksimal oleh pengusaha dan pekerja, khususnya di Daerah 
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Istimewa Yogyakarta. Berikut beberapa tujuan dan kegunaan yang 

secara khusus diharapkan oleh penyusun, yaitu: 

1. Tujuan 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan 

masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui kesesuaian peraturan perundang-

undangan dalam pelaksanaan penyelesaian pemutusan 

hubungan kerja secara sepihak oleh pengusaha kepada 

pekerja. 

b. Untuk mengetahui peran yang dijalankan oleh Pengadilan 

Hubungan Industrial dalam menyelesaikan kasus 

pemutusan hubungan kerja secara sepihak. 

c. Untuk mengetahui kendala yang dialami, baik oleh 

Pengadilan Hubungan Industrial, pengusaha, maupun 

pekerja dalam menyelesaikan sengketa pemutusan 

hubungan kerja secara sepihak. 

2. Kegunaan 

Sementara kegunaan dalam penelitian ini diharapkan 

memberikan manfaat baik secara praktis maupun secara 

teoretis. 

a. Kegunaan Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 

memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan 

kajian dalam perundang-undangan tentang 

ketenagakerjaan, dan diharapkan dapat menjadi bahan 
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referensi dalam rangka pembaharuan dari proses 

penyelesaian pemutusan hubungan kerja secara sepihak. 

a. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan bagi penyusun secara khusus 

dan pembaca pada umumnya serta dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi Pengadilan Hubungan 

Industrial baik di lingkup Yogyakarta maupun nasional 

dalam proses penyelesaian pemutusan hubungan kerja 

secara sepihak. 

 

D. Telaah Pustaka 

Agar dapat menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan 

dalam penelitian, maka penelitian ini menggunakan beberapa 

literatur hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang 

penyelesaian pemutusan hubungan kerja. Disamping itu, hal ini juga 

dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap 

penelitian yang telah ada. Oleh sebab itu, penyusun merasa 

berkepentingan mengadakan penelusuran terhadap penelitian-

penelitian yang terdahulu. Sejauh pengamatan penyusun belum 

menemukan penelitian yang memfokuskan pada PHK yang 

dilakukan pengusaha ketika pekerja sedang melakukan gugatan di 

Pengadilan Hubungan Industrial. Namun berikut ini penyusun 

hadirkan beberapa penelitian yang nantinya akan menjadi salah satu 

sumber rujukan penyusun. 

Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan 

atas Pemutusan Hubungan Kerja di PT. Jogja Tugu Trans” yang 
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ditulis oleh Lina Sasmiati di Fakultas Syariah dan Hukum, UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi tersebut, Lina 

melakukan penelitian untuk mendapatkan jawaban dari 

perlindungan hukum terhadap pekerja pasca di PHK. Lina tidak 

masuk dalam pembahasan sah atau tidaknya PHK yang dilakukan 

oleh PT. Jogja Tugu Trans terhadap karyawannya. Adapun 

penyusun dalam penelitian ini, lebih fokus mengkaji sah tidaknya 

PHK yang dilakukan PT. Jogja Tugu Trans terhadap salah satu 

karyawannya yaitu Bunari yang pada saat itu sedang melakukan 

gugatan untuk merubah status karyawan kontrak menjadi karyawan 

tetap di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri 

Yogyakarta. 

Skripsi berjudul “Penyelesaian Perselisihan Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) Karena Kesalahan Berat Pada Tingkat 

Mediasi di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Purbalingga” yang ditulis oleh Sawitri Dian Kusuma di Fakultas 

Hukum, Universitas Jenderal Soedirman. Skripsi ini hanya 

menjelaskan penyelesaian pemutusan hubungan kerja dengan jalan 

mediasi. Adapun skripsi penyusun ini berbicara di tingkat litigasi, 

yaitu penyelesaian di jalur pengadilan. 

Tesis berjudul “Keabsahan Pemutusan Hubungan Kerja 

Berdasarkan Kesalahan Berat yang diatur dalam Perjanjian Kerja 

Bersama (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung), yang ditulis 

oleh Muh. Muzakki Ismail, di program magister Universitas 

Indonesia. Tesis ini fokus dalam pembahasan keabsahan PHK 

karena kesalahan berat. Titik perbedaan dengan penelitian penyusun 

adalah dalam frasa “Kesalahan Berat”. Dalam kasus penyusus, 
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Bunari sebagai pekerja tidak melakukan kesalahan berat seperti 

yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Bunari di PHK hanya 

karena tuntutannya untuk merubah status karyawan kontrak menjadi 

karyawan tetap. 

 

E. Kerangka Teoretik 

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini lebih 

banyak menggunakan pendekatan teori tentang pemutusan 

hubungan kerja. Dalam pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa 

pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja 

karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan 

kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. 

Dalam hal pemutusan hubungan kerja karena berakhirnya 

waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja, tidak 

menimbulkan permasalahan terhadap kedua belah pihak, karena 

para pihak telah menyepakati kapan berakhirnya hubungan kerja 

tersebut. Namun lain halnya terhadap pemutusan hubungan kerja 

yang disebabkan adanya perselisihan, alasan pemutusan hubungan 

kerja yang disebabkan adanya perselisihan akan berdampak pada 

kedua belah pihak. Dampak tersebut lebih dirasakan dipihak 

pekerja/buruh, karena mempunyai kedudukan yang lebih lemah 

dibandingkan dengan kedudukan pengusaha/majikan. 
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Berdasarkan peraturan pemutusan hubungan kerja yang 

berlaku, hanya ada 3 (tiga) macam terjadinya pemutusan hubungan 

kerja:15 

1. Pemutusan hubungan kerja demi hukum.  

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan disebutkan mengenai pemutusan hubungan 

kerja yang putus/demi hukum dalam beberapa pasal sebagai 

berikut:16 

a. Pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja, 

bilamana telah dipersyaratkan secara tertulis 

sebelumnya. 

b. Pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran 

diri, secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada 

indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, 

berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian 

kerja waktu tertentu untuk pertama kali. 

c. Pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan 

ketetapan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, 

perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-

undangan. 

d. Pekerja/buruh meninggal dunia. 

e. Perubahan status, penggabungan, peleburan, atau 

perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh 

tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. 

                                                           
15 FX Djumialdji, Perjanjian Kerja, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2005), hlm. 45. 
16 Lihat Pasal 154 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 
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f. Perusahaan tutup, karena perusahaan mengalami 

kerugian secara terus menerus selama dua tahun 

sehingga perusahaan harus tutup, atau keadaan memaksa 

(force majeur). 

g. Perusahaan tutup untuk tujuan melakukan efisiensi. 

 

2. Pemutusan hubungan kerja oleh pekerja/buruh.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja oleh pekerja/buruh 

dapat dilakukan sebagai berikut: 

a. Pekerja/buruh mengundurkan diri.17 

b. Pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan 

kerja disebabkan adanya perubahan status, 

penggabungan, peleburan dan perubahan kepemilikan 

perusahaan.18 

c. Permohonan pekerja/buruh kepada lembaga 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial.19 

d. Permohonan pekerja/buruh karena sakit berkepanjangan, 

mengalami cacat tetap akibat kecelakaan kerja.20 

 

3. Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, pengusaha dapat melakukan pemutusan 

hubungan kerja karena: 

                                                           
17 Ibid., Pasal 162. 
18 Ibid., Pasal 163 ayat (1). 
19 Ibid., Pasal 169 ayat (2). 
20 Ibid., Pasal 172. 
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a. Pekerja/buruh melakukan kesalahan berat.21 

b. Pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib.22 

c. Pekerja/buruh melakukan tindakan Indisipliner.23  

Dengan melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur 

dalm perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau 

perjanjian kerja bersama. 

d. Perubahan status, penggabungan dan peleburan 

perusahaan.24 

e. Perusahaan tutup karena mengalami kerugian, yang telat 

diaudit dan dinyatakan mengalami kerugian oleh 

akuntan publik.25 

f. Pekerja/buruh meninggal dunia.26 

g. Pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan 

ketetapan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, 

perjanjian kerja bersama atau peraturan perundang-

undangan.27 

h. Pekerja/buruh mangkir.28 

i. Pekerja/buruh telah mengadukan dan melaporkan bahwa 

pengusaha telah melakukan kesalahan namun tidak 

terbukti.29 

 

                                                           
21 Ibid., Pasal 158 ayat (1). 
22 Ibid., Pasal 160 ayat (3). 
23 Ibid., Pasal 161 ayat (1). 
24 Ibid., Pasal 163. 
25 Ibid., Pasal 164 ayat (3). 
26 Ibid., Pasal 166. 
27 Ibid., Pasal 167 ayat (1). 
28 Ibid., Pasal 168 ayat (1). 
29 Ibid., Pasal 168 ayat (1). 
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara atau tindakan menurut 

sistem aturan tertentu yang bertujuan agar kegiatan praktis 

terlaksana secara terarah dan tersistematis sehingga dapat diperoleh 

hasil maksimal. Selain itu juga penelitian adalah mencari fakta 

menurut objektivitas untuk menentukan fakta dan menghasilkan 

dalil atau hukum. Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan 

tepat dan terarah dalam penelitian, penyusun menggunakan metode 

penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan 

(field research), yakni penelitian yang dilakukan dengan 

mengambil sumber data dari interaksi langsung dengan 

kondisi riil di lapangan. Penyusun akan menganalisis 

putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada 

Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nomor: 9/Pdt.Sus-

PHI/2017/PN.Yyk. terhadap implementasi dari para 

pihak yang berperkara. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu 

penelitian yang menggunakan sumber data yang telah 

terkumpul yang erat kaitannya dengan penelitian, untuk 

kemudian penyusun analisis dan deskripsikan dari data 

yang diperoleh. 

3. Sumber Data 

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun 

menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier. 
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a. Data Primer 

Data primer dalam penelitian hukum dapat dilihat 

sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari 

warga masyarakat.30   Data primer yang dimaksud ini 

yaitu putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada 

Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 9/Pdt.Sus-

PHI/2017/PN.Yyk. Disamping itu, penyusun juga 

memasukkan Undang-Undang Ketenagakerjaan 

sebagai bagian dari data primer, karena undang-

undang tersebut akan penyusun gunakan sebagai alat 

inti dalam menganalisis putusan PHI pada PN 

Yogyakarta tersebut. 

b. Data Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang 

dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer, yang dapat berupa rancangan perundang-

undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal 

ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, brosur, dan lain-

lain.31  Adapun sumber data tersebut dapat 

digolongkan yaitu: 

1) UUD 1945. 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

3) UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial 

                                                           
30 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156. 
31 Ibid., hlm. 158. 
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c. Data Tersier 

Data tersier adalah sumber data yang digunakan 

untuk mendukung dari sumber data primer dan data 

sekunder yang erat kaitannya dengan penelitian, 

berupa: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

kamus terjemahan bahasa asing, wikipedia, website 

ataupun sumber lain yang relevan dalam penelitian 

ini. 

4. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

dengan pendekatan yuridis-normatif. Yuridis 

merupakan pendekatan suatu masalah berdasarkan 

aturan perundang-undangan yang ada, sedangkan 

normatif adalah pendekatan yang mengacu pada aturan 

normatif suatu masalah, dalam hal ini yaitu asas-asas 

yang melekat dalam suatu perjanjian. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan teknik wawancara kepada 

subjek penelitian. Wawancara merupakan cara 

memperoleh informasi dengan 

memberikan/mengajukan beberapa pertanyaan secara 

langsung dengan subjek penelitian, dalam hal ini kepada 

hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memutus 

Perkara Nomor: 9/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Yyk. Setelah 

hasil wawancara didapatkan, penyusun juga akan 

menggunakan teknik studi dokumen, dimana dalam 
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membahas PHK secara sepihak terhadap karyawan PT. 

Jogja Tugu Trans dibutuhkan kesepahaman analisis 

dengan mengklasifikasi bahan-bahan hukum yang 

berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 

dan bahan hukum tersier. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam memahami dan membahas 

permasalahan yang diteliti, maka penyusun membuat sistematika 

pembahasan terdiri dari 5 (lima) bab yang terdiri dari: 

Bab Pertama, dalam bab ini penyusun akan menguraikan 

latar belakang masalah, rumusan masalah atau pokok-pokok 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, dalam bab ini penyusun akan menjelaskan 

secara lengkap tinjauan umum perjanjian kerja, perjanjian kerja 

waktu tertentu (PKWT), perjanjian kerja waktu tidak tertentu 

(PKWTT). 

Bab Ketiga, dalam bab ini penyusun akan menjelaskan lebih 

khusus tentang konsep pemutusan hubungan kerja, prinsip 

pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan pemutusan hubungan 

kerja. 

Bab Keempat, dalam bab ini penyusun akan menganalisis 

putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri 

Yogyakarta Nomor: 9/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Yyk. dengan 

menggunakan pendekatan UU Ketenagakerjaan sebagai tolak ukur 

penelitian. 
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Bab Kelima, dalam bab ini penyusun akan menutup 

penelitian ini dengan memberikan kesimpulan yang berisi ringkasan 

dari serangkaian pembahasaan pada bab-bab sebelumnya. Di bab ini 

pula penyusun akan memberikan saran yang berisi masukan-

masukan yang diharapkan memberikan manfaat bagi penyelesaian 

pemutusan hubungan kerja secara sepihak. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian yang penyusun jelaskan diatas, dapat ditarik 

kedalam beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ketika PT. JTT mengeluarkan surat pemutusan hubungan 

kerja tertanggal 30 September 2013 kepada Bunari, maka ada 

bentuk pelanggaran undang-undang yang dilakukan PT. JTT 

karena pada saat yang bersamaan Bunari sedang mangajukan 

gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Adanya PHK 

tersebut jelas memperkuat pelanggaran pada Pasal 155 ayat 

(2) karena dengan PHK, maka pengusaha sudah tidak lagi 

melaksanakan segala kewajibannya terhadap Bunari. 

Didasarkan pada pasal 155 ayat (2) telah jelas PHK yang 

dilakukan oleh PT. JTT ter tanggal 30 September 2013 

terhadap karyawannya bernama Bunari bertentangan menurut 

hukum. 

2. Menurut keterangan dari Bapak Suryanto, S.H., Putusan 

Nomor: 9/Pdt.Sus-PHI/2017 /PN.Yyk. telah dilaksanakan 

oleh PT. JTT kepada Bunari dengan membayar sejumlah uang 

sebesar Rp. 23.851.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus 

lima puluh satu ribu rupiah). Pelaksanaan putusan tersebut 

juga didasarkan atas sikap sukarela dari kesadaran pihak yang 

kalah, yakni PT. JTT. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya 

permohonan eksekusi dari pihak Bunari. 

3. Silang pendapat antara pekerja dengan perusahaan terhadap 

status pekerjaan ini selalu berulang dan tidak kunjung ada 
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perbaikan. Perbedaan pandangan atas dasar ini menimbulkan 

konflik yang lebih besar dan mengakibatkan isu lain yang 

lebih sensitif yakni PHK. Maka dari itu, kesepahaman antara 

pekerja dan perusahaan mutlak harus dimulai untuk 

menghindari konflik-konflik besar di kemudian hari. Hal ini 

bisa diinisiasi melalui perjanjian kerja bersama (PKB) yang 

dibuat setara antara pekerja/serikat pekerja dengan 

perusahaan, sehingga pasal-pasal multi tafsir dalam UU 

Ketenagakerjaan bisa diakomodir secara jelas dalam PKB 

yang dibuat bersama. 

B. Saran 

Adapun beberapa saran yang bisa penyusun sampaikan, 

antara lain: 

1. Kepada para pengusaha, hendaknya memperhatikan 

konsekuensi dari PHK yang akan dilakukan terhadap 

karyawannya. Ketika karyawan sedang melakukan gugatan di 

Pengadilan Hubungan Industrial, maka pengusaha wajib 

menghormati langkah yang ditempuh karyawannya dan tidak 

melakukan PHK secara sepihak. 

2. Untuk para karyawan/pekerja, hendaknya memahami UU 

Ketenagakerjaan dengan seksama. Telah jelas disebutkan 

dalam UU Ketenagakerjaan bahwa durasi waktu PKWT 

paling lama hanya selama 2 tahun, dan hanya boleh 

diperpanjang satu kali saja (asumsi maksimal adalah 4 tahun). 

Artinya, ketika karyawan/pekerja telah bekerja lebih dari 4 

tahun, walaupun dalam catatan perusahaan masih dianggap 

sebagai karyawan kontrak (PKWT), namun menurut UU 
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Ketenagakerjaan sudah otomatis berubah statusnya menjadi 

karyawan tetap (PKWTT). Sehingga karyawan/pekerja tidak 

perlu lagi mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan 

Industrial, karena secara hukum sudah diakui sebagai 

karyawan tetap. 
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